
BUPATI PESISIR BARAT 

PROVINSI LAMPUNG
 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 

NOMOR oi TAHUN 2014 

\ 
TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOlAAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN PESISIR BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAliA ESA 

BUPATI PESISIR BARAT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan pembinaan dan 
pengawasan pengelolaan keuangan daerah; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka pemberian 
pedoman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah maka perlu 
diatur dengan Peraturan Bupati 

Mengingat : 1.	 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Babas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2.	 Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

4.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 



6.	 Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana yang telah dlubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemabaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

7.	 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

8.	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5364); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara I Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nemor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); . 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

13. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang milik Negara I Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerlntah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomer 25. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nemor 4614); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014; 



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor540); 

20. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun	 2013 tentang 
Pemberlakuan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat (Lembaga 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013 Nomor 2); 

21. Peraturan Bupati	 Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 01 tahun 
2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat; 

22. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 

Memperhatikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah 
Nomor : SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur 
Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah. 

MEMUTUSK AN : 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat; 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah; 

3.	 Penjabat Bupati adalah Bupati Pesisir Barat; 

4.	 Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat: 

5.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah; 

6.	 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah adalah suatu 
pedoman pelaksanaanAPBD yang disusun dalam Peraturan Bupati; 

7.	 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 
keuangan daerah; 

8.	 Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih; 



9.	 Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang 
nilai kekayaan bersih; 

10.	 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat 
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang; 

11 .	 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaranlpengguna 
barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; 

12.	 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan daerah; 

13.	 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala 
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala 
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah; 

14.	 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKO yang bertindak 
dalarn kapasitas sebagai bendahara umum daerah; 

15.	 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah 
pejabat yang melaksanakan fungsi tala usaha keuangan pada SKPD; 

16.	 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada 
unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program 
sesuai dengan bidang tugas; . 

17.	 Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranl Badan Usaha Milik Daerah (BUMO) sebagai 
pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang~asa; 

18.	 Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yaitu Pejabat Pemegang Keuangan 
Pengguna Anggaran I Satuan kerja Perangkat Daerah; 

19.	 Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk 
menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

20.	 Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk rnenerirna, 
menyimpan. menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; 

21.	 Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; 

22.	 Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang 
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan 
Spp'• 

23.	 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatanlbendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran; 

24.	 SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diajukan 
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian 
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; 

25.	 SPP Gantl Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang 
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; 

26.	 SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang 
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPO yang bersifat mendesak dan tidak dapat 
digunakan untuk pembayaran fangsung dan uang persediaan; 



27.	 SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada plhak ketiga 
atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji 
dengan jurnlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang 
dokumennya disiapkan oleh PPTK; 

28.	 Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang 
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaralkuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD; 

29.	 Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang 
persediaan untuk mendanai kegiatan; 

30.	 Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM
GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya 
dipergun<ikan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan; 

31.	 Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM
TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan 
dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan; 

32.	 Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran untuk penerbitan 
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga; dan 

33.	 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang 
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD berdasarkan SPM. 

BAB II
 
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOlAAN KEUANGAN DAERAH
 

Pasal2
 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat merupakan 
pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalarn pelaksanaan tata usaha keuangan 
daerah yang meliputi sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan 
APBD dan pengeluaran APBD. 

Pasal3 

(1)	 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisitr Barat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam suatu manual Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan 
disajikan dalam 16 pokok bahasan, yaitu sebagai berikut : 

a.	 Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan; 

b.	 Sistem dan Prosedur Pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu; 

c.	 Sistem ~an Prosedur Pendapatan Daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, 
Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau kantor Pos; 

d.	 Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan; 

e.	 Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA)-SKPD; 

f.	 Sistem dan prosedur Penyusunan dan pengesahan Dokurnen Pelaksanaan Anggaran 
Lanjutan (OPAL) - SKPD; 



g.	 Sistem dan Prosedur Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) - SKPD; 

h.	 Sistem dan Prosedur Anggaran Kas; 

i.	 Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat Penyediaan Dana; 

j.	 Sistem dan Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 

k.	 Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); 

I.	 Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D); 

m. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Belanja Uang Persediaan (UP); 

n.	 Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran; 

o.	 Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran 
Pembantu; dan 

p.	 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. 

(2)	 Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

BAB III
 
KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

Ditetapkan di Krui 
pada tanggal 4F- Flbb 2014 

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT, 

KHERLANI 

Diundangkan di Krui 
pada tanggal ctr - f1-A 2014 

SEKRET RIS DAERAH 
KABUPA EN PESISIR BARAT, 

FREDY SM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2014 NOMOR 


